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INTISARI 

 

 

 Dari penelitian yang berjudul Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tiga fungsi yaitu membahas dan 

menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan 

meyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan pengawasan terhadap kinerja 

Pemerintah Desa. Adapun permasalahan yang akan diselesaikan dari peneletian 

ini yaitu: Bagaimana fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

dilaksanakan di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo 

dan hambatannya. 

Peneletian ini bertujuan untuk mendeskripsikann tentang fungsi BPD di 

Desa Pagerharjo dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPD dalam 

menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh 

Kabupaten Kulonprogo. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dan studi kepustakaan, dan yang menjadi informan dalam penelitian 

ini berjumlah 14 orang terdiri dari : BPD, Tokoh Masyarakat, dan Pemerintah 

Desa.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pagerharjo  Kecamatan 

Samigaluh Kabupaten Kulonprogo pelaksanaan fungsinya masih ditemui 

beberapa hambatan atau masalah yaitu: a). Belum terlaksananya fungsi legislasi 

karena ada beberapa Anggota BPD yang belum begitu memahami mengenai 

Peraturan Desa dan bagaimana bentuk Peraturan Desa, b). Fungsi menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa belum berjalan secara optimal dilahat 

dari masih ada beberapa aspirasi dari masyarakat juga yang belum bisa 

ditindaklanjuti, c). Dari Bidang pengawasan BPD Desa Pagerharjo mempunyai 

fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa, 

pengawasan kinerja Kepala Desa, serta Menyelenggarakan Musyawara Desa 

tetapi belum berjalan secara optimal dilihat dari proses pelaksanaan RKP, 

Pengelolaan Kekayaan Desa, Pungutan Desa, dan APBDESA. 

 

 

 

 

Kata Kunci: Fungsi BPD, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa 

disebut bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.Desa 

bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari 

perangkat daerah kabupaten/ kota, dan desa bukan merupakan bagian dari 

perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk 

mengaturwilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa 

dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. 

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Badan permusyawaratan Desa atau yang 

disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain musyawarah antara 
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Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal 

yang besifat strategis. Sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi 

untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada 

hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan 

yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, 

dan pemberdayaan masyarakat. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah 

wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. 

Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan 

profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa 

jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali 

untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak 

diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

yang diwakilinya. 

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 

dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas 

dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan 

pengawasan kinerja Kepala Desa. 
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Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya 

sudah dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan 

kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Partisipasi disini bukan 

sekedar partisipasi tenaga tetapi juga menyalurkan kritik dan saran dan 

menyalurkannya di wadah yang benar dapat dikatakan berpartisipasi dalam 

pembangunan. Dalam arti bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

sangat dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan pembangunan desa yang akan 

dicanangkan akan berjalan seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus 

berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi 

kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide 

pembangunan desa demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam 

musyawarah pembangunan desa sehingga dapat dilaksanakan dengan baik 

antara pemerintah dengan masyarakat. 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah salah satu 

perubahan yang fundamental yaitu terjadinya pergeseran struktur politik 

pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya untuk 

memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa, 

merencanakan Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya 

dengan menegaskan kewenangan desa dan dana desa yang akan diterima oleh 

desa.  
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Dalam Pasal 3 Permendagri No.110/2016 disebutkan tujuan 

pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan mendorong BPD dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Permendagri ini 

juga menjelaskan tentang pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan 

Desa dalam Pasal 5 disebutkan, (1) anggota BPD merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan 

perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses 

pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan, anggota BPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan jumlah lima orang 

dan paling banyak sembilan orang, penetapan jumlah angota BPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan 

kemampuan keuangan desa, wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun RW dan RT. Hal yang 

sangat penting dan menarik dalam struktur pemerintahan desa adalah hadirnya 

Badan Permusyawaratan Desa yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra 

Pemerintahan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa ditingkat desa, 

diarahkan pada membangun hubungan yang sinergis antar lembaga BPD dan 

Pemerintah desa, tanpa perlu menimbulkan kesalahpahaman yang menjurus 

pada timbulnya konflik yang dapat mengganggu proses penegakan demokrasi 

di desa.  
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Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa bertujuan mendorong 

terciptanya kerjasama yang harmonis antara kepala desa sebagai kepala 

pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil-wakil 

rakyat desa. Eksistensi lembaga Badan Permusyawaratan Desa BPD dalam 

pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki fungsi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 1. Membahas dan menyepakati 

rancangan peraturan desa bersama kepala desa, 2. Menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintah desa. Dari ke tiga fungsi yang dimiliki Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) diarahkan kepada upaya terselenggaranya 

pemerintah desa berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih.  

Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama 

ini didominasi oleh kepala desa, sekarang dijalankan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan 

lembaga kepercayaan masyarakat. Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), yang memberikan nuansa berbeda dalam kehidupan demokrasi di 

desa. Badan Permusyarawatan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah atau 

gelanggang politik baru bagi warga desa dalam membangun tradisi demokrasi, 

sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa, serta menjadi alat kontrol 

bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan 

ditingkat desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) sebagai mitra Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa 

bersama kepala desa dan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
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menjadi alat kontrol bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugas 

pemerintah di desa. Sehingga diharapkan pemerintah desa memiliki komitmen 

terhadap tugas dan tanggung jawabnya.  

Sesuai dengan pengamatan penulis di Desa Pagerharjo, Kecamatan 

Samigaluh pada saat melakukan penelitian mengenai fungsi BPD dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami masalah yaitu keterbatasan 

terhadap beberapa anggota BPD yang masih belum paham akan aturan yang 

tertulis dalam Perundang-undangan dan kurang paham akan tugas dan 

fungsinya sebagai representasi Masyarakat Desa, sebagai mitra kerja bersama 

Kepala Desa juga belum terciptanya kerjasama yang baik.  

Dengan adanya perubahan UU Desa tersebut itu juga menjadi suatu 

permasalahan yang terjadi berdasarkan informasi dari kepala Desa karena 

kemampuan anggota BPD yang menyebabkan kinerja Badan 

Permusyawaratan Desa terhambat dalam menjalankan tugasnya sebagai 

lembaga perwakilan desa, di karenakan ada beberapa anggota yang belum 

mengerti cara kerja atau fungsi dari BPD itu sendiri. 

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

seharusnya membawa banyak perubahan yaitu, salah satunya terhadap 

peraturan daerah tentang produk hukum di desa. Produk hukum yang 

dimaksud adalah peraturan yang tertinggi yang ada di Desa yang dibuat secara 

bersama-sama oleh Kepala Desa dan BPD yang mendasarkan diri pada 

partisipasi masyarakat, sehingga peraturan daerah yang tidak sesuai lagi 

semangat dan substansinya tentang Produk Hukum di Desa perlu disesuaikan 
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kembali dan salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon 

Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa. Isyarat 

perubahan produk hukum di Desa harus disesuaikan dengan turunan UU Desa 

yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Teknis peraturan di Desa. 

Peraturan Daerah adalah payung utama dan pedoman bagi Desa untuk 

dapat melaksanakan dan mengimplementasikan Undang-undang Desa dan 

mandat-mandat didalamnya yang mewajibkan desa untuk menyusun Peraturan 

Desa tentang Kewenangan Hak Asal Usul Desa maupun hingga keperaturan 

desa dalam hal Keungan Desa, Pelaksanaan kerja di Desa hingga 

Pelaporannya yang diatur dalam Undang-undang Desa. 

Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 16 tahun 2015 tentang 

Produk Hukum di Desa sebagai penyempurnaan dan perubahan dari Peraturan 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 tahun 2007 tentang Produk Hukum 

Desa Karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Desa. 

Produk hukum yang ada didesa pagerharjo yatu RKPDESA,Pengelolaan 

Kekayaan Desa, Pungutan Desa, APBDESA. Dengan adanya Peraturan 

Daerah yang memiliki semangat dan konten yang berkesinambungan dengan 

Undang-Undang maka desa memiliki dasar hukum dan pedoman untuk 

melaksanakan amanat UU Desa. Dengan disahkannya Peraturan Daerah yang 

sesuai dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 
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Peraturan di Desa, maka Kabupaten Kulon Progo memberikan jalan lebar bagi 

berkembangnya Desa sesuai UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.  

Berdasarkan latarbelakang , peneliti tergugah untuk mengetahui lebih 

dalam mengenai fungsi BPD di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, 

Kabupaten Kulonprogo dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, yang menjadi rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu: 

Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Pagerharjo, Kecamatan 

Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana keefektifan BPD 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pagerharjo, 

Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo. 

2. Untuk mengetahui masalah apa saja yang dihadapi BPD dalam 

menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai 

berikut: 
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